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  ABSTRAK 

Upaya penguatan dan reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kekerasan negara pada diskriminasi struktural, kebijakan negara yang mengakibatkan 

hak warga negeri dikelabui dan konflik sosial. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki peran penting dalam 

melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, Komnas HAM menghadapi berbagai 

tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan hukum, kendala anggaran, serta kekurangan sumber daya manusia. Komnas 

HAM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi tanpa hak menuntut langsung, 

yang sering kali membuat rekomendasinya kurang efektif dalam proses hukum. Untuk meningkatkan efektivitas peran Komnas 

HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didasarkan pada analisis dokumen 

resmi regulasi dalam reformasi hukum dan bentuk perluasan kewenangan, termasuk hak penuntutan dalam kasus pelanggaran 

HAM, pembentukan peradilan khusus HAM, serta penyusunan prosedur kerja sama formal dengan aparat penegak hukum dan 

lembaga terkait. Selain itu, perlunya dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga 

dianggap penting untuk memperkuat kinerja Komnas HAM dalam investigasi dan penegakan hukum. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun Komnas HAM telah mengembangkan mekanisme penyelidikan dan mediasi yang cukup 

komprehensif, kelemahan pada aspek kewenangan eksekusi, resistensi politik, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih 

menjadi kendala utama. Studi ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif baru terkait reformasi 

kelembagaan untuk memperkuat efektivitas Komnas HAM, serta merekomendasikan penguatan kerangka hukum, sinergi 

kelembagaan, dan peningkatan kapasitas internal untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Indonesia. 

Kata Kunci: Komnas HAM, pelanggaran HAM, transitional justice, reformasi kelembagaan, Indonesia 

ABSTRACT 

Efforts to strengthen and reform the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in addressing cases of human 

rights violations in Indonesia such as state violence, structural discrimination, state policies that undermine citizens' rights, 

and social conflicts are crucial. As an independent institution, Komnas HAM plays a vital role in protecting and promoting 

human rights. However, in its implementation, Komnas HAM faces various challenges, including limited legal authority, 

budgetary constraints, and insufficient human resources. Komnas HAM's authority is restricted to conducting investigations 

and providing recommendations, without the power to prosecute cases directly. This often renders its recommendations less 

effective in legal processes. To enhance the effectiveness of Komnas HAM, this study employs a qualitative approach with a 

case study method, based on an analysis of official documents and regulations concerning legal reform and the expansion of 

Komnas HAM’s authority. These include prosecutorial rights in cases of human rights violations, the establishment of a special 

human rights court, and the formulation of formal cooperation procedures with law enforcement agencies and related 

institutions. Furthermore, adequate budgetary support and the enhancement of human resource capacity are considered 

essential to strengthen Komnas HAM’s performance in investigations and law enforcement. The study's findings reveal that, 

although Komnas HAM has developed comprehensive mechanisms for investigation and mediation, weaknesses in terms of 

execution authority, political resistance, and poor inter-agency coordination remain significant obstacles. This study 

contributes academically by offering a new perspective on institutional reform to strengthen Komnas HAM’s effectiveness. It 

also recommends the reinforcement of the legal framework, institutional synergy, and internal capacity building to support the 

resolution of human rights violations in Indonesia. 
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 1.   PENDAHULUAN 

Pelanggaran HAM di Indonesia ditandai dengan pola 

kekerasan negara dan ketidakadilan sistemik yang terus 

berulang. Secara kuantitatif, Indonesia telah mengalami lebih 

dari 15 insiden besar pelanggaran HAM berat sejak 

kemerdekaan, termasuk tragedi pembantaian anti-komunis 

1965-1966 yang mengakibatkan sekitar 500.000 hingga 1 juta 

korban jiwa, serta kerusuhan Mei 1998 yang menyasar 

minoritas etnis. Dalam perkembangan terkini, kasus seperti 

penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada 1990-an yang 

masih belum terselesaikan dan konflik yang terus berlangsung 

di Papua menjadi sorotan penting (HASNDA, 2022). Sebagai 

contoh, data Amnesty International (2022) mencatat lebih dari 

60 insiden kekerasan negara di Papua hanya dalam satu tahun, 

termasuk penggunaan kekuatan berlebihan dan pembunuhan di 

luar proses hukum (Nah et al., 2013). Kasus-kasus ini 

menunjukkan kesinambungan pelanggaran masa lalu dan 

dinamika baru yang terus berkembang, menegaskan kebutuhan 

mendesak untuk menangani warisan pelanggaran lama 

sekaligus mekanisme yang memungkinkan pelanggaran saat ini 

(Fayasy Failaq & Arelia, 2022). Hal ini menjadikan penguatan 

otoritas dan sumber daya institusi seperti Komnas HAM 

sebagai langkah krusial untuk menegakkan keadilan secara 

efektif. Hak itu meliputi hak-hak dasar manusia seperti hak 

untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, 

mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum yang adil. Akan 

tetapi catatan sejarah bangsa Indonesia telah menulis berbagai 

penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang timbul 

akibat prilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, 

warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan dan jenis 

kelamin, serta status sosial lainya (Pangaribuan, 2023). Perilaku 

tidak adil tersebut merupakan diskriminasi dan pelanggaran 

hak asasi manusia yang bisa dilakukan secara vertikal oleh 

pemerintah atau penyelenggara negara maupun horizontal oleh 

sesama masyarakat. 

Perlindungan dan pegakan hak asasi manusia (HAM) 

menuju pada perbaikan, walapun banyak kejadian-kejadian 

seperti penangkapan tidak sah, pemerkosaan, penculikan, 

pembakaran dan genosida yang masih berlangsung (Hasim, 

2023). Arah perbaikan penegakan HAM ini ditandai dengan 

pembentukan badan yang membantu masyarakat korban 

pelanggaran hak asasi manusia untuk memulihkan hak-haknya, 

maka dibentuklah sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(Komnas HAM) (Salsabila, 2024). Komnas HAM adalah 

lembaga mandiri yang kedudukan setingkat dengan lembaga 

negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi 

manusia (Berutu et al., 2024). 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

didirikan pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini lahir sebagai hasil 

rekomendasi Lokakarya Hak Asasi Manusia yang diprakarsai 

oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB 

yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. 

Berdasarkan Keppres tersebut, Komnas HAM mempunyai 

tujuan sebagai berikut: Pertama, membantu mengembangkan 

kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia 

menurut Pancasila, UUD 1945, PBB, dan Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia. Kedua, meningkatkan perlindungan hak 

asasi manusia untuk mendukung terwujudnya pembangunan 

manusia nasional, yaitu pembangunan bangsa Indonesia secara 

keseluruhan dan pembangunan masyarakat pada umumnya 

(Nurani, 2022) 

Dalam Perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus 

mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan 

kesenjangan sosial yang terjadi, antara lain karena adanya 

warisan konsep tradisional yang bersifat feodal dan patriarki 

antara pemerintah dan rakyat. Kurangnya konsistensi dalam 

gambaran sistem dan aparatur penegakan hukum dengan norma 

yang ditetapkan oleh para pendiri Negara dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Instrumen hak asasi manusia tidak diatur secara luas dan 

komprehensif, juga tidak diatur dalam masyarakat sipil (civil 

society) (Kadir Jaelani & Daluarsa Gugatan, 2019). Singkatnya, 

masih ada kondisi yang tidak kondusif bagi perlindungan dan 

pemajuan hak asasi manusia. Akibatnya, muncul pola dan 

konstruksi perilaku yang berbeda. Perilaku tidak adil dan 

diskriminatif tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran 

HAM, baik yang dilakukan oleh aktor negara, maupun 

masyarakat (aktor non-negara). Hal ini diwujudkan dalam 

berbagai peristiwa berupa penangkapan ilegal, penculikan, 

penyiksaan, pemerkosaan, orang hilang, pembunuhan, 

pembakaran, perampasan tanah, merebaknya kerusuhan sosial 

di berbagai daerah dan berbagai pelanggaran hak asasi 

manusia. 

Penguatan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-

kasus pelanggaran HAM di Indonesia didasarkan pada 

pentingnya penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah 

satu pilar utama demokrasi dan keadilan sosial (Putra et al., 

2021). Pasca-reformasi, Indonesia berkomitmen untuk 

memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM sebagai bagian 

dari proses demokratisasi dan penghormatan terhadap hak 

warga negara. Komnas HAM, sebagai lembaga independen 

yang bertugas melindungi dan mempromosikan HAM, 

diharapkan memainkan peran yang strategis dalam 

menegakkan HAM di Indonesia (A. P. A. Aziz, 2019). 

Namun, dalam pelaksanaannya, Komnas HAM 

menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya 

dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran 

HAM, baik yang berskala ringan maupun berat. Keterbatasan 

kewenangan hukum, seperti tidak adanya hak penuntutan 

langsung, menyebabkan rekomendasi Komnas HAM kerap 

tidak diikuti oleh aparat penegak hukum (Nah et al., 2013). 

Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya manusia 

membuat lembaga ini sulit untuk melakukan investigasi 

komprehensif, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit 

diakses (Suhardin et al., 2021). Di sisi lain, kasus-kasus 

pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pelanggaran HAM 

berat yang terjadi pada masa lalu, banyak yang belum 

terselesaikan secara tuntas. Hal ini berdampak pada rendahnya 

kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak 

hukum dan keadilan serta menciptakan ketidakpuasan dalam 

masyarakat, terutama bagi korban dan keluarga korban 

pelanggaran HAM. Situasi ini menuntut adanya langkah 

konkret untuk memperkuat Komnas HAM, sehingga mampu 

bekerja lebih efektif dan independen dalam menjalankan 

tugasnya (Citon, Dr. Slamet Kurnia, S.H., 2017). 

Dalam teori aktivitas hukum serjono Soekanto 

menyatakan bahwa efektifitas hukum tidak hanya bergantung 

pada adanya aturan hukum, tetapi juga pada faktor-faktor lain 

yang memengaruhi seberapa baik aturan tersebut diterapkan 

dalam masyarakat. Dalam konteks penguatan kedudukan dan 

wewenang Komnas HAM teori ini dapat membantu dalam 

menganalisis dan meningkatkan efektivitas Komnas HAM 

untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Menurut 

Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang 

memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: substansi hukum, 
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penegak hukum, masyarakat, fasilitas atau sarana pendukung, 

dan budaya hukum (Soekanto, 2007).  

Substansi hukum yang jelas dan tegas menjadi hal yang 

krusial bagi Komnas HAM agar memiliki dasar yang kuat 

dalam menangani kasus-kasus HAM berat (Yasser & 

Desiandri, 2024). Komnas HAM perlu mengadvokasi peraturan 

yang mencakup standar HAM internasional dan 

mengakomodasi kebutuhan lokal. Selain itu, faktor penegak 

hukum menjadi penting, karena keberhasilan penanganan kasus 

HAM sangat bergantung pada integritas dan komitmen aparat 

penegak hukum. Kolaborasi yang erat antara Komnas HAM 

dan institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan 

kejaksaan, dapat meningkatkan kapasitas penanganan kasus 

HAM secara profesional dan tanpa diskriminasi, sehingga 

dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran HAM. 

Faktor masyarakat, fasilitas, dan budaya hukum juga 

sangat berpengaruh (Setiadi, 2012). Komnas HAM dapat 

meningkatkan kesadaran HAM di masyarakat melalui program 

edukasi dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui hak-hak 

mereka dan mendukung penegakan HAM. Dukungan fasilitas 

yang memadai, seperti anggaran dan teknologi, akan 

meningkatkan efektivitas investigasi dan pelaporan Komnas 

HAM. Faktor budaya hukum, yakni nilai dan sikap masyarakat 

terhadap hukum, juga memengaruhi penerimaan publik 

terhadap peran Komnas HAM (Caesario, 2024). Dengan 

menanamkan kesadaran HAM di berbagai kelompok 

masyarakat, Komnas HAM dapat memperkuat dukungan sosial 

dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM. 

Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan teori yang 

menekankan bahwa hukum akan efektif jika ada keseimbangan 

antara aturan, aparat, dukungan masyarakat, dan budaya 

hukum. Penguatan Komnas HAM juga penting untuk 

memperkuat posisi Indonesia di mata internasional sebagai 

negara yang menghormati HAM. Dengan kewenangan dan 

dukungan yang lebih besar, Komnas HAM diharapkan dapat 

lebih berperan dalam menegakkan keadilan, memberikan 

pemulihan bagi para korban, dan mencegah terjadinya 

pelanggaran HAM di masa depan. 

2. METODE 

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis normatif dan sumber data studi 

pustaka. Untuk mendapatkan sumber data yang relevan dengan 

topik penelitian ini, sumber-sumber informasi seperti buku, 

artikel ilmiah, jurnal, laporan tahunan dan juga berita media 

masa diperlukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. 

Metode kualitatif dipilih sebagai metode penelitian ini supaya 

analisa dan deskripsi dilakukan lebih mendalam, dan bisa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam sebuah 

proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif 

subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh 

peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan 

fakta yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan teori 

efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor 

utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: substansi 

hukum, penegak hukum, masyarakat, fasilitas atau sarana 

pendukung, dan budaya hukum.  

Analisis data dilakukan secara tematik untuk 

mengidentifikasi penyelesaian kasus oleh Komnas HAM di 

Indonesia. Validitas data dijaga melalui interpretasi hasil 

penelitian didasarkan pada kerangka teori hak asasi manusia 

dan reformasi kelembagaan. Pemahaman mendalam tentang 

peran Komnas HAM serta merekomendasikan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan efektivitasnya dalam 

penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perintah Reformasi Kewenangan Hukum dan 

Penguatan Legalitas  

a. Penambahan Kewenangan Menuntut dalm Kasus 

Pelanggaran HAM 

Peran Komnas HAM di Indonesia berfungsi sebagai 

lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk 

mengawasi, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia 

(Azmi, 2020). Dalam praktek pelaksanaanya komnas ham tidak 

berikan hak luas untuk melakukan penuntutan kasus 

pelanggaran HAM, Komnas HAM hanya memberikan 

rekomendasi dan bukti ketika persidangan (Firmandiaz & 

Husodo, 2020). Kewenangan Komnas HAM terbatas pada 

penyelidikan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM, 

termasuk kewenagan untuk melakukan investigasi, 

mengumpulkan bukti dan memberikan rekomendasi kepada 

pemerintah dan aparat hukum. Dalam kasus pelanggaran ham 

berat Komnas HAM diberkan hak untuk melakukan 

penyelidikan pro justicia dan memberikan hasil penyelidikan 

kepada kejaksaan agung untuk ditindaklanjuti. Proses ini 

memberikan gambaran terbatasnya wewenang Komnas HAM 

dalam melaksanakan tugas penegakan HAM (Hidayat et al., 

2023). 

Proses peradilan kasus HAM Komnas HAM tidak 

memiliki hak langsung untuk menuntut, akan tetapi 

rekomendasi dari Komnas HAM sangat dibutuhkan untuk 

melanjutkan kasus tersebut. Laporan Komnas HAM ini 

menjadi dasar aparat penegak hukum terutama penyelidikan 

untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diproses lebih 

lajut pada tahap pengadilan atau tidak. Rekomendasi Komnas 

HAM berpengaruh pada arah penaganan hukum, selain itu 

Komnas HAM juga memiliki kewenagan untuk memanggil 

pihak-pihak yang terduga terlibat dalam pelanggaran HAM, 

mengumpulkan bukti serta bekerjasama dengan lembaga 

internasional terkait isu-isu HAM (Pemerintah Indonesia, 

2000).  

Untuk memperkuat peran Komnas HAM perlu adanya 

perubahan kebijakan yang memungkinkan Komnas HAM 

memiliki kewenangan lebih besar dalam penuntutan atau paling 

tidak dalam memantau proses pengadilan hingga selesai. 

Hingga kini, tanpa kewenangan menuntut, beberapa kasus 

pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan Komnas 

HAM terkendala atau terhenti di kejaksaan tanpa kelanjutan. 

Oleh karena itu, terdapat usulan agar undang-undang tentang 

Komnas HAM diubah atau diperkuat, guna memberikan 

otoritas tambahan atau setidaknya mempercepat kerja sama 

dengan Kejaksaan Agung dalam mengawal kasus yang masuk 

ke ranah hukum (International, 2022).  

b. Kekuatan Eksekutif untuk Rekomendasi Komnas HAM 

Sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh Komnas 

HAM, yang hanya terbatas pada investigasi dan rekomendasi 

terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM 

memiliki kekurangan dalam hal menuntut kasus HAM secara 

langsung, pemberian rekomenedasi terhadap temuan 
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pelanggaran HAM terkadang hanya sampai kepada aparat 

penyelidik dan tidak diteruskan sampai pengadilan karena 

kekurangan bukti (Pemerintah Indonesia, 2000). Rekomendasi 

Komnas HAM hanya sebagai pihak eksternal dalam pengadilan 

HAM, aparat seperti polisi dan jaksa tetap menjadi eksekutor 

dalam kasus HAM. Pemberian rekomendasi oleh Komnas 

HAM tentunya hanya sebagai gambaran terhadap kasus dan 

representasi dari apa yang sedang dibicarakan oleh publik, 

terkadang kasus-kasus HAM tidak berjalan tuntas karena tidak 

disorot oleh publik. 

Kekurangan eksekusi dalam peradilan HAM oleh 

Komnas HAM berimbas kepada berjalannya persidangan 

HAM. Kekurangan eksekusi Komnas HAM pada Kasus-kasus 

pelanggaran HAM yang dilakukan secara vertikal oleh aktor 

negara, membuat peradilan HAM tidak berjalan secara 

sempurna dan baik. Para pelaku pelanggaran HAM hanya 

menganggap temuan Komnas HAM sebagai temuan dari pihak 

luar dari aparat penegakan hukum, bukan eksekutor dari 

penegakan hukum HAM. Hal-hal seperti ini membuat para 

pelaku pelanggaran HAM menutupi kasusnya dan atensi publik 

juga tidak selalu menyorot kepada kasus itu, imbasnya adalah 

kasus tersebut hanya menjadi peradilan pidana biasa karena 

kekurangan bukti dan atau hanya hilang begitu saja tanpa 

adanya peradilan yang pasti (Bone, 2021). 

Kekuatan Komnas HAM haruslah sampai eksekusi pada 

tahap peradilan. Hal ini dimingkinkan untuk menjaga marwah 

penegakan HAM, pengadilan harusnya dilakukan secara cepat 

dan akuntabel ketika mendapatkan rekomendasi dari Komnas 

HAM untuk menghindari upaya penutupan kasus atau upaya 

untuk melakukan intervensi, dan konfrontasi kepada aparat 

pengak hukum HAM. (Asyari, 2023) Komnas HAM harulah 

memiliki kekuatan sendiri sebagai pelaksana penegakan HAM. 

Mencari temuan kekerasan HAM, mengumpulkan alat bukti 

dan pelaku, melakukan penyelidikan, dan melakukan 

penuntutan dalam satu tarikan nafas penegakan HAM. 

Kekuatan Komnas HAM tidak hanya sampai kepada 

rekomendasi kepada pihak penegak hukum saja tetapi aktif 

melakukan eksekusi dalam kasus-kasus HAM, hal ini 

dimungkinkan untuk menghindari kaburnya pelaku dan upaya 

lainya yang menggagalkan peradilan HAM (Astuti, 2016). 

c. Membentuk Peradilan HAM Khusus 

Upaya penguatan HAM tidak hanya sebatas pemberian 

hak untuk mengeksekusi penyelidikan dan pengumpulan bukti 

dalam persidangan, dan menempatkan Komnas HAM sebagai 

pihak pendukung penegakan hukum seperti polisi dan jaksa. 

Berdasarkan temuan-temuan Komnas HAM dalam kasus HAM 

terkadang tuntutan yang diberikan oleh jaksa tidak sesuai 

dengan temuan yang telah dikemukakan oleh Komnas HAM, 

hal ini memungkinkan untuk Komnas HAM membuat 

peradilan atau ikut memutuskan kasus-kasus pelanggaran 

HAM, dan bukan hanya memberikan rekomendasi kepada 

aparat penegak hukum. Wewenang untuk ikut memutuskan 

kasus HAM oleh Komnas HAM bukan hanya sebagai upaya 

peguatan Komnas HAM tetapi menjadi perlindungan yang 

pasti bagi korban HAM agar mendapatkan keadilan (Santoso, 

2021). 

Tercampunya peradilan HAM membuat kasus-kasus 

HAM terkadang menjadi kasus pidana biasa, selain itu 

terkadang aparat penegak hukum kurang menguasai bidang 

HAM dan hanya bertindak sesuai kempuanya saja dan tidak 

maksimal. Peradilan yang baik pada kasus-kasus pelanggaran 

HAM haruslah diisi oleh orang mengerti HAM secara baik dan 

menguasainya (Gurning et al., 2023). Pemisahan peradilan 

HAM dengan peradilan pidana bukan berarti memberikan hak 

istimewa kepada Komnas HAM, akan tetapi penegakan 

peradilan HAM haruslah satu tarikan nafas disemua pihak 

pelaksana peradilan HAM. 

Peradilan khusus HAM dimungkinkan untuk penegakan 

HAM yang optimal. Pada peradilan HAM semua yang terlibat 

dalam peradilan merupakan orang yang berkompeten dalam 

penegakan HAM, mulai dari temuan pelanggaran HAM, 

kemudian penyelidikan HAM, penyidikan HAM, tuntutan 

HAM dan sampai pada putusan HAM dikuasai oleh orang 

berkompeten dalam bidang hukum dan HAM. Pemisahan ini 

merupakan upaya konkret yang bisa dilakukan untuk menjaga 

marwah penegakan HAM dengan orang-orang yang mengerti 

bagaimana pelaksanaan penegakan hukum HAM, dan 

menjamin keadilan bagi korban HAM (Wajdi & Imran, 2022). 

Di samping itu, bahwa dalam reformasi kewenangan, 

pembentukan pengadilan khusus HAM, dan penguatan kerja 

sama lintas lembaga merupakan langkah strategis untuk 

meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM 

di Indonesia. Berdasarkan teori efektivitas hukum, 

keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga faktor 

utama: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya 

hukum masyarakat. Reformasi kewenangan, seperti pemberian 

hak penuntutan langsung kepada Komnas HAM, dapat 

memperkuat substansi hukum dengan mengurangi celah yang 

selama ini menghambat proses penegakan HAM. Di sisi lain, 

pembentukan pengadilan khusus HAM bertujuan untuk 

menciptakan struktur kelembagaan yang lebih responsif dan 

berfokus pada penyelesaian kasus-kasus berat, sehingga 

rekomendasi Komnas HAM tidak hanya berhenti pada level 

administratif, tetapi dapat langsung diproses secara hukum. 

Pentingnya kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan aparat 

penegak hukum, kementerian terkait, dan lembaga yudikatif, 

menjadi kunci untuk menciptakan sinergi dalam penanganan 

kasus yang kompleks. Tanpa koordinasi yang efektif, upaya 

penegakan hukum sering kali terhambat oleh tumpang tindih 

kewenangan dan resistensi politik. Dengan reformasi tersebut, 

hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, 

tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mencapai keadilan 

substantif, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan 

mencegah pelanggaran HAM di masa depan. 

3.2. Kolaborasi Dengan Aparat Penegak Hukum 

a. Pembentukan Tim Gabungan Invenstigasi Dan 

Penuntutan 

Kasus-kasus pelanggaran ham terkadang melibatkan aktor 

negara sebagai pelakunya terutama yang sudah mempunyai 

jabatan tinggi. Koordinasi dalam pelaksanaan penegakan HAM 

perlu berkoordinasi dengan banyak pihak terkait yang 

berkompeten untuk menghindari kurang maksimalnya 

penegakan HAM. (Aswandi & Roisah, 2019) Pada beberapa 

kasus pelanggaran HAM koordinasi tidak hanya dilakukan oleh 

Komnas HAM dengan aparat penegak hukum, melainkan 

dengan semua pihak yang terkait dengan kasus pelanggaran 

HAM tersebut. Tidak hanya kepolisian atau kejaksaan, badan-

badan terkait juga berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk 

menyelesaikan kasus HAM dan mengumpulkan alat bukti 

(Rahmawati, 2020).  

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat, Komnas HAM 

berkoordinasi dengan banyak pihak mulai dari badan 

pemerintah, organisasi kemasyarakatan, penyedia jasa dan juga 

organisasi internasional untuk mengangani kasus-kasus 

tersebut.(Marune & Hartanto, 2021) Seperti contoh dalam 

kasus yang terjadi di tol Jakarta-Cikampek mengenai tewasnya 

6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI), Komnas HAM 

bergerak dengan cepat mengumpulkan bukti-bukti dengan 
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berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pihak FPI, jasa 

marga, keluarga korban, kepolisian dan juga ahli forensik 

(Latuharhary, 2021). 

Koordinasi dengan berbagai pihak merupakan inisiatif 

tersendiri dari Komnas HAM dengan pihak-pihak terkait.  

Komnas HAM RI harus terus meningkatkan kemampuan kerja 

sama kelembagaan dengan berbagai aspek, termasuk kerjasama 

dengan lembaga negara di tingkat nasional dan kerjasama di 

tingkat internasional dengan lembaga-lembaga setingkat 

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan kerjasama dalam berbagai 

masalah hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia (OHCHR).(Galingging, 2018) Selain itu, 

kerjasama ditingkat regional Asia Pasifik juga penting untuk 

terus dipelihara dan ditingkatkan, Komnas HAM RI memiliki 

reputasi yang cukup baik di kawasan mengingat Komnas HAM 

RI berhasil mempertahankan akreditasi A oleh Global Alliance 

of NHRIs (GANHRI) (Sitoresmi, 2021). 

b. Penyusunan Prosedur Kerja Sama Yang Jelas Dan Formal 

Penetapan prosedur kerja sama yang jelas dan formal oleh 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

Indonesia merupakan langkah penting dalam penanganan dan 

penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Prosedur 

yang disusun dengan baik dapat menghasilkan pedoman yang 

jelas bagi semua pihak yang terlibat, baik di lingkungan 

Komnas HAM maupun eksternal, termasuk pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi 

internasional. Melalui prosedur yang jelas tersebut, Komnas 

HAM dapat menentukan peran, tanggung jawab, dan langkah 

yang harus diambil dalam penanganan kasus HAM, sehingga 

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kebingungan 

dalam proses penyelesaiannya. Menurut beberapa ahli, perlu 

disiapkan prosedur yang jelas untuk menjaga kredibilitas dan 

efektivitas kerja Komnas HAM dalam melindungi hak asasi 

manusia di Indonesia (Ham, 2024). 

Prosedur kerja sama ini juga penting untuk memperlancar 

komunikasi dan koordinasi antara Komnas HAM dengan 

berbagai pemangku kepentingan, terutama ketika menangani 

kasus-kasus HAM yang kompleks (Safiranita et al., 2021). 

Komnas HAM harus bekerja sama dengan pihak-pihak seperti 

aparat penegak hukum, pengadilan, dan kementerian terkait 

untuk memastikan proses investigasi dan advokasi hak asasi 

manusia dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur hukum 

yang telah ditetapkan (Harahap, 2008). Dengan adanya 

prosedur formal, maka seluruh tahapan penyidikan dan 

penanganan kasus HAM dapat dilakukan secara lebih 

transparan dan akuntabel. Kejelasan alur komunikasi dan 

pelaksanaan tugas tersebut dapat membantu mempercepat 

proses penyelesaian kasus HAM dan memberikan kepastian 

hukum kepada korban pelanggaran HAM (Pasha et al., 2024).  

Sebagai lembaga independen, Komnas HAM mempunyai 

kewenangan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, 

namun pelaksanaan mandat tersebut seringkali menghadapi 

tantangan, terutama jika tidak ada pedoman kerja sama yang 

jelas. Penetapan prosedur formal memungkinkan Komnas 

HAM untuk menjaga integritas dan meningkatkan 

efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hak asasi 

manusia, namun tetap netral (Nazril et al., 2024). Menurut 

laporan tahunan Komnas HAM, pengembangan dan penerapan 

prosedur yang jelas merupakan bagian dari strategi 

memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengatasi 

pelanggaran HAM, baik administratif maupun substantif. 

Prosedur ini merupakan instrumen penting bagi Komnas HAM 

dalam memperjuangkan keadilan dan memulihkan hak-hak 

korban, sehingga dapat diambil langkah-langkah penyelesaian 

permasalahan HAM secara lebih efektif dan efisien (Nazril et 

al., 2024). 

3.3. Dukungan Anggaran dan Peningkatan Kapasitas 

SDM  

a. Peningkatan Anggaran Untuk Investigasi dan Operasional 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di 

Indonesia berperan penting dalam memantau, menyelidiki, dan 

menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di 

tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kelompok 

yang menyerukan peningkatan anggaran Komnas HAM, 

terutama untuk memperkuat kapasitas investigasi dan 

operasional badan tersebut. Tujuan tambahan anggaran ini agar 

Komnas HAM dapat menangani berbagai kasus yang seringkali 

memerlukan penyidikan secara komprehensif dan rinci. 

Dengan anggaran yang cukup, Komnas HAM bisa melakukan 

investigasi lebih mendalam di lapangan, termasuk kasus 

pelanggaran HAM berat yang membutuhkan banyak waktu dan 

sumber daya (Akbar & Amin, 2023). 

Terdapat juga kebutuhan mendesak akan dukungan 

anggaran tambahan untuk mengatasi hambatan operasional 

yang sering menjadi penghalang investigasi pelanggaran hak 

asasi manusia. Sumber daya keuangan yang memadai akan 

memungkinkan Komnas HAM mengembangkan kapasitas para 

ahlinya dan membekalinya dengan alat investigasi yang lebih 

canggih dan komprehensif. Selain itu, dengan adanya tambahan 

anggaran, lembaga ini dapat melaksanakan program pelatihan 

bagi penyidik dan stafnya agar lebih siap dan kompeten dalam 

menghadapi berbagai tantangan penyidikan. Langkah ini 

penting karena beberapa kasus HAM di Indonesia seringkali 

melibatkan aspek yang kompleks, mulai dari dugaan 

penyalahgunaan kekuasaan hingga investigasi lintas wilayah 

(Latuharary, 2023). 

Namun, realisasi peningkatan anggaran bagi Komnas 

HAM juga bergantung pada prioritas pemerintah dalam 

mengalokasikan dana. Hingga saat ini, dukungan anggaran 

untuk Komnas HAM masih dinilai terbatas dibandingkan 

dengan kebutuhan investigasi yang terus meningkat, khususnya 

dalam kasus-kasus HAM berat dan konflik sosial di daerah (F. 

Aziz et al., 2022). Jika pemerintah memberikan alokasi 

anggaran yang lebih besar, diharapkan kinerja Komnas HAM 

akan semakin optimal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran 

HAM secara lebih adil dan transparan. Beberapa pihak, 

termasuk akademisi dan aktivis HAM, terus mendorong agar 

Komnas HAM memiliki anggaran yang sesuai dengan beban 

kerja yang ditanggungnya, sehingga hak-hak korban dapat 

dipulihkan secara efektif (PARLEMENTARIA, 2024). 

b. Pelatihan dan Pemgembangan Kapasitas SDM 

Pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Komnas HAM sangat penting untuk 

mendukung perannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran 

hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sebagai lembaga 

independen, Komnas HAM mempunyai tugas memantau dan 

mendukung serta menyelesaikan berbagai permasalahan terkait 

hak asasi manusia. Untuk menunjang tugas tersebut, sumber 

daya manusia di Komnas HAM harus memiliki kompetensi 

yang tinggi dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika 

kerja terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelatihan 

berkala menjadi fokus utama untuk meningkatkan kemampuan 
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individu dalam menangani berbagai aspek teknis, seperti 

investigasi kasus, analisa hukum, mediasi, dan dokumentasi 

pelanggaran HAM (Biro Hukum, 2021). 

Program peningkatan kapasitas di Komnas HAM 

dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti pelatihan formal, 

lokakarya, seminar, serta kolaborasi dengan organisasi hak 

asasi manusia internasional dan lembaga pemerintah lainnya. 

Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman tentang 

standar hak asasi manusia internasional, undang-undang 

nasional yang relevan, serta keterampilan khusus yang 

diperlukan untuk memantau dan menyelidiki kasus hak asasi 

manusia. Misalnya, pelatihan teknis terkait forensik, 

pengumpulan bukti, dan wawancara korban dan saksi kerap 

dilakukan untuk memastikan setiap kasus dapat diselesaikan 

dengan pendekatan profesional dan beretika. 

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kapasitas ini 

juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan advokasi dan 

diplomasi SDM Komnas HAM dalam menjalin hubungan 

dengan lembaga nasional dan internasional. Kemitraan ini 

penting dalam menanggulangi kasus-kasus pelanggaran HAM 

berat yang membutuhkan penanganan kolaboratif dan 

dukungan dari berbagai pihak. Pelatihan juga mempersiapkan 

SDM untuk beradaptasi dengan tantangan baru dalam konteks 

HAM di Indonesia, seperti isu HAM digital dan peran teknologi 

dalam pemantauan HAM. Dengan pengembangan kapasitas 

yang berkelanjutan, Komnas HAM dapat bekerja lebih efektif 

dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM serta 

mendorong perlindungan HAM yang lebih kuat di Indonesia 

(Bangsa-Bangsa, 2024). 

c. Rekrutmen SDM dengan Kompetensi Khusus 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

berperan penting dalam menyelesaikan kasus pelanggaran 

HAM di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 

Komnas HAM membutuhkan sumber daya manusia (SDM) 

yang memiliki kompetensi khusus di bidang hak asasi manusia, 

hukum, investigasi, dan manajemen konflik. Proses rekrutmen 

SDM berfokus pada pemilihan kandidat yang tidak hanya 

memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, namun juga 

keterampilan khusus seperti keterampilan investigasi yang 

mendalam, pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia 

internasional dan nasional, serta keahlian dalam mediasi 

konflik. Keahlian ini diperlukan tim untuk menghadapi situasi 

yang kompleks dan seringkali sensitif, baik dari sudut pandang 

hukum maupun sosial (Akbar & Amin, 2023). 

Rekrutmen SDM Komnas HAM juga mencakup 

pemilihan calon yang memiliki integritas dan orientasi tinggi 

terhadap sosial kemasyarakatan. Dalam menangani kasus 

HAM, pengetahuan teknis saja tidak cukup; Komnas HAM 

mengutamakan sumber daya manusia yang memiliki empati 

dan pemahaman terhadap dampak sosial dari pelanggaran 

HAM, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan korban 

dan pihak yang diduga. Itu sebabnya Komnas HAM biasanya 

melakukan seleksi ketat, mulai dari tes bakat dasar, wawancara 

mendalam, dan tes psikologi. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa calon terpilih benar-benar mempunyai 

kompetensi dan etika dalam menjalankan tugasnya, apalagi 

pendekatan teknis yang sensitif dan instruktif seringkali 

diperlukan dalam penanganan kasus hak asasi manusia 

(Miladmahesi, 2019). 

Dalam rekrutmen ini, Komnas HAM sering bekerja sama 

dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri untuk 

memberikan pelatihan bagi SDM yang direkrut. Pelatihan ini 

mencakup peningkatan kapasitas di bidang investigasi, analisis 

data, dan penyusunan laporan agar sesuai dengan standar HAM 

internasional. Penguatan kapasitas melalui pelatihan ini penting 

untuk memastikan bahwa SDM Komnas HAM dapat 

menangani kasus secara profesional dan efektif, serta mampu 

berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. 

Dengan SDM yang memiliki kompetensi khusus, Komnas 

HAM dapat mempercepat proses penyelesaian kasus 

pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi yang akurat, dan 

memfasilitasi pemulihan bagi para korban secara 

komprehensif. 

4.    KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

di Indonesia memiliki peran penting dalam penanganan kasus 

pelanggaran HAM, meskipun masih menghadapi berbagai 

kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala utama yang 

dihadapi Komnas HAM meliputi terbatasnya kewenangan 

hukum, minimnya alokasi anggaran, keterbatasan sumber daya 

manusia, serta kurangnya dukungan dari aparat penegak 

hukum. Saat ini, kewenangan Komnas HAM hanya sebatas 

melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi tanpa 

hak untuk memimpin proses penuntutan, sehingga 

rekomendasi yang dihasilkan sering kali kurang efektif dalam 

mekanisme hukum. Untuk meningkatkan efektivitas perannya, 

diperlukan penguatan Komnas HAM melalui reformasi 

kewenangan, seperti pemberian hak untuk turut serta dalam 

proses penuntutan. Selain itu, perlu disusun prosedur kerja 

sama yang lebih formal dengan lembaga-lembaga terkait, serta 

dibentuk pengadilan khusus HAM yang independen dan diisi 

oleh pihak-pihak yang kompeten di bidang tersebut. 

Pengadilan ini akan memastikan bahwa kasus-kasus 

pelanggaran HAM dapat ditangani secara terfokus, transparan, 

dan akuntabel. Dukungan anggaran yang memadai serta 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi 

prioritas, termasuk melalui pelatihan bagi staf dan penyidik 

Komnas HAM, untuk memperkuat kemampuan investigasi 

dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 

Penguatan Komnas HAM membutuhkan langkah-

langkah strategis yang terintegrasi, dengan fokus pada aspek 

kelembagaan, hukum, dan sumber daya. Pertama, reformasi 

kewenangan Komnas HAM harus dilakukan dengan 

memberikan hak penuntutan langsung dalam kasus 

pelanggaran HAM berat, sehingga rekomendasi tidak hanya 

bersifat administratif tetapi memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat. Kedua, pembentukan pengadilan khusus HAM yang 

independen dan efektif diperlukan untuk mempercepat 

penyelesaian kasus dengan transparansi dan akuntabilitas. 

Ketiga, penguatan kerja sama lintas lembaga melalui 

penyusunan prosedur formal antara Komnas HAM, aparat 

penegak hukum, dan lembaga yudikatif harus segera dilakukan 

untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan 

memperkuat sinergi antarlembaga. Selain itu, alokasi anggaran 

yang mencukupi dan program peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia perlu diutamakan untuk meningkatkan kualitas 

investigasi dan advokasi. Implementasi langkah-langkah 

tersebut tidak hanya akan memperkuat efektivitas Komnas 

HAM dalam menegakkan keadilan, tetapi juga berkontribusi 

pada pembangunan sistem hukum yang lebih adil dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus 

meningkatkan kepercayaan publik serta memenuhi standar 

keadilan di tingkat nasional dan internasional 
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